BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah
kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri
Nomor 324 Tahun 2016 tentang Pemberian Ban-
tuan Pemerintah kepada Masyarakat, dan pelaksa-
naan pemberian pragram dan anggaran kepada Dinas
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Ke-
tenagakerjaan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor
325 Tahun 2016 tentang Pemberian Program dan
Anggaran kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota
yang Membidangi Ketenagakerjaan masih tetap ber-
laku sampai dengan diundangkannya Peraturan Men-
terl ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11 ;
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku
maka:

a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 324
Tahun 2016 tentang Pemberian Bantuan Pemer-
intah Kepada Masyarakat; dan

b. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 325
Tahun 2016 tentang Pemberian Program dan

PENGLMLIMAN / PERATURAN PEMEHNTH

Anggaran Kepada Dinas Provinsi dan Kabupatén/
Kota yang Membidangi Ketenagakerjaan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2017
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

{BN )

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN/
PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 30 Tahun 2017, tanggal 13 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 ten-
tang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral, pertu menetapkan Per-
aturan Menteri Energi dan Sumber D ya Mineral ten-

tang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pem-
bayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak iLembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);
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Z. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4152);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286};

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 ten-
tang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44356} sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Per-
aturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 ten-
tang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Re-
publik ‘ndonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tam-
bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No-
maor 5047);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009 ten-
tang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran,
dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang Terutang {Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 ten-
tang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Neg-
ara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia ‘Tahun 2012 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5276);

9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang

- Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24};

10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 ten-

tang Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral{Lembaran Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomor 132} sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun
2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian En-
ergi dan Sumber Daya Mineral(Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 12 No-
vember 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan
Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

12. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 782);

13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Min-
eral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Beri-
ta Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomaor
302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PE-
MUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN/PENVETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BER-
LAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN
GAS BUMI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud
dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjut-
nya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan
Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari peneri-
maan perpajakan.

2. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang
negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan
selaku Bendahara Umum Negara untuk menam-
pung seluruh penerimaan negara dan untuk mem-
bayar seluruh pengeluaran negara.

3. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan
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10.

1.

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat
tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai den-
gan peraturan perundang-undangan yang berlaku
serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang
didirikan dan berhadan hukum di luar wilayah Neg-
ara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan
kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik In-
donesia tan wajib memenuhi peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi adalah wilayah
kerja minyak dan gas buini konvensional dan non-
konvensional termasuk gas metana batubara.
Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Basil
atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam keg-
iatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih men-
guntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjut-
nya disebut Kontraktor adalah Badan Usaha atau
Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang
untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi
pada suatu Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang
berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha
Eksplorasi dan Eksploitasi.

Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan mem-
peroleh informasi mengenai kondisi geologi untuk
menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan
Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang di-
tentukan.

Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertu-
juan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi
dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri
atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pem-
bangunan sarana pengangkutan, penyimpanan,
dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian
Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan
lain yang mendukungnya. '

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi yang selanjutnya dis-
ingkat SKK Migas adalah satuan kerja khusus
yang melaksanakan penyelenggaraan pengelo-
laan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
di bawah pembinaan, koordinasi, dan penga-
wasan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

12.

13.

14.

15.

Menteri adalah Mentefri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang energi dan sum-
ber daya mineral.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang
melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas
perumusan serta pelaksanaan kebijakan dan stan-
dardisasi teknis di bidang minyak dan gas bumi.
Persetujuan Menteri adalah surat yang diterbitkan
oleh Menteri yang berisi persetujuan atas usulan
terminasi yang disampaikan oleh SKK Migas se-
bagai dasar pemrosesan administrasi lebih lanjut
dalam rangka penetapan terminasi Wilayah Kerja.
Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pa-
jak Online yang selanjutnya disingkat SIMPONI
adalah sistem informasi yang dikeiola oleh Di-
rektorat Jenderal. Anggaran yang meliputi Sistem
Perencanaan PNBP, Sistem billing, dan Sistem
Pelaporan PNBP.

Pasal 2
Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jen-

deral Minyak dan Gas Bumi meliputi:

a.

b.

{1

(2)

(1)

{2)

jasa informasi potensi lelang Wilayah Kerja min-
yak dan gas bumi {Bid Document);

bonus tanda tangan (signature bonus} yang men-
jadi kewajiban Kontraktor; dan

kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak
Kerja Sama {terminasi) yang belum memenubhi
komitmen pasti Eksplorasi.

BAB |l
TATA CARA PENGENAAN

Pasal 3
Jenis PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a dikenakan atas pemanfaatan jasa in-
formasi potensi lelang Wilayah Kerja Minyak dan
Gas Bumi. ’
Jenis PNBP berupa jasa informasi potensi lelang
Wilayah Kerja Minyak dan Gas Burni sebagaimana
dimaksud pada‘ayat {1) dikenakan kepada Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap calon peserta le-
lang Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Pasal 4
Jenis PNBP berupa bonus tanda tangan [signa-
ture bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
dikenakan atas Wilayah Kerja Minyak dan Gas
Bumi yang sudah ditetapkan Kontraktornya.
Jenis PNBP berupa bonus tanda tangan [signature bo-
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{1}

{2)

(3)

nus) yang menjadi kewajiban Kontraktor sebagaima-

na dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada:

a. Kontraktor yang telah ditetapkan sebagai pe-
menang lelang Wilayah Kerja Minyak dan Gas
Bumi;

b. Kontraktor yang telah mendapatkan persetu-
juan perpanjangan Kontrak Kerja Sama:

c. anak perusahaan atau afiliasi PT Pertamina
(Persero) yang ditunjuk oleh PT Pertamina
(Persero) untuk mengelola Wilayah Kerja Min-
vak dan Gas Bumi yang telah berakhir Kontrak
Kerja Samanya; atau

d. PT Pertamina {Persero) dan Kontraktor yang
ditetapkan sebagai pengelola Wilayah Kerja
Minyak dan Gas Bumi yang telah berakhir
Kontrak Kerja Samanya,

Pasal 5

Jenis PNBP berupa kewajiban finansial atas pen-
gakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang
belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ dike-
nakan atas nilai sisa komitmen pasti eksplorasi
yang belum dilaksanakan oleh Kontraktor pada
saat kontrak kerja sama’diterminasi.
Jenis PNBP berupa kewajiban finansial atas pen-
gakhiran kontrak kerja sama (terminasi) yang
belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf ¢ dikena-
kan terhadap Kontraktor yang belum memenuhi
komitmen pasti Eksplorasi.

Kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak

Kerja Sama (terminasi) yang belum memenuhi

komitmen pasti eksplorasi sebagaimana dimak-

sud pada ayat {1) dikenakan kepada:

a. Kontraktor yang telah mengusulkan pengem-
balian seluruh Wilayah Kerja Minyak dan Gas
Buminya dan telah mendapatkan Persetujuan
Menteri untuk diakhiri Kontrak Kerja Samanya;

b. Kontraktor yang direkomendasikan oleh SKK
Migas dan telah mendapatkan Persetujuan
Menteri untuk diakhiri Kontrak Kerja Saman-
ya; atau \

c. Kontraktor yang jangka waktu kontrak kerja
samanya berakhir secara otomatis dan telah
mendapatkan Persetujuan Menteri untuk
diakhiri Kontrak Kerja Samanya.

Pasal 6
Kewajiban finansial atas pengakhiran Kon-

PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAR

trak Kerja Sama (terminasi} yang belum memenuhi

komitmen pasti Eksplorasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 ayat{1} dapat tidak dikenakan kepada

Kontraktor yang Kontrak Kerja Samanya diterminasi

sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. terjadinya sengketa perbatasan dengan negara
lain pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi
yang bersangkutan setelah Kontrak Kerja Sama
ditandatangani; A

b. terjadinya keadaan kahar (force majeure} pada

Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang ber-

sangkutan setelah Kontrak Kerja Sama ditan-

datangani; atau

c. terdapat keputusan pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap yang membatalkan Kontrak Kerja
Sama Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang

bersangkutan.
BAB Il
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 7

{1) Jenis PNBP berupa jasa informasi potensi lelang
Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib dibayar
oleh calon peserta lelang Wilayah Kerja Minyak
dan Gas Bumi sebelum memperoleh akses doku-
men lelang {Bid Document}.

(2) Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai jenis dan tarif
atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 8

{1) PNBP berupa bonus tanda tangan [signature
bonus) yang menjadi kewajiban Kontraktor seb-
agaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sudah
dibayar sebelum penandatanganan Kontrak Kerja
Sama atau penandatanganan perpanjangan Kon-
trak Kerja Sama.

(2} Bonus tanda tangan (signature bonus) yang men-
jadi kewajiban Kontraktor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dihitung berdasarkan nilai bonus
tanda tangan (signature bonus) yang tercantum
dalam pemberitahuan basil telang yang dikelu-
arkan oleh Direktur Jenderal kepada pemenang
lelang atau tercantum dalam Keputusan Menteri
tentang penetapan atas pengelolaan Wilayah Ker-
ja Minyak dan Gas Bumi yang akan berakhir, yang
akan dituangkan dalam Kontrak Kerja Sama.
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(3)

(1)

{2)

(3}

n

{2)

(3)

{4)

(5)

Pembayaran bonus tanda tangan (signature bo-
nus} sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
menggunakan pembayaran tunai atau pencairan
jaminan penawaran.

Pasal 9
Kontraktor yang telah menandatangani Kontrak
Kerja Sama wajib menyerahkan jaminan pelaksa-
naan kepada Direktur Jenderal.
Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berbentuk Bank Garansi atau
Deposito Berjangka yang ditempatkan pada bank
yang berkedudukan di Jakarta dan dibuat atas
nama Kepala SKK Migas.
Direktur Jenderal menyampaikan jaminan pelak-
sanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ke-
pada SKK Migas setelah dilakukan pencatatan.
Pasal 10
Berdasarkan Persetujuan Menteri mengenai pen-
gakhiran kontrak kerja sama sebagaimana dimak-
sud datam pasal 5 ayat (3), SKK Migas mener-
bitkan surat tagihan kewajiban finansial atas
pengakhiran Kontrak Kerja Sama (terminasi} yang
belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi ke-
pada Kontraktor.
Besaran kewajiban finansial sebagaimana di-
maksud dalam ayat (1) dihitung oleh SKK Migas
berdasarkan sisa nilai komitmen pasti Eksplorasi
vang belum dilaksanakan Kontraktor.
Kontraktor wajib membayar kewajiban finansial
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) paling lam-
bat 30 hari kalender sejak tanggal surat tagihan
kewajiban finansial atas pengakhiran Kontrak
Kerja Sama (terminasi) diterbitkan.
Pembayaran kewajiban finansial atas pengakhiran
Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (2} menggunakan sisa jaminan pelaksanaan
dan/atau pembayaran tunai.
Dalam hal Kontraktor sam.pai dengan tanggal
jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) belum melunasi kewajiban finan-
sial atas pengakhiran Kontrak Kerja Sama (ter-
minasi} yang belum memenuhi komitmen pasti
Eksplorasi,SKK Migas menerbitkan surat tagihan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. surat tagihan kedua dengan turut memper-

hitungkan dendanya apabila datam jangka
walktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal
surat tagihan pertama diterbitkan, Kontraktor
belum melunasi kewajiban finansial atas pen-

gakhiran Kontrak Kerja Sama {terminasi) yang
belum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi;
dan/atau

b. surat tagihan ketiga dengan turut memperhi-
tungkan dendanya apabila dalam jangka wak-
tu 1 {satu) bulan terhitung sejak tanggal surat |
tagihan kedua diterbitkan, Kontraktor betum
melunasi kewaijiban finansial atas pengakhi-
ran Kontrak Kerja Sama (terminasi) yang be-
lum memenuhi komitmen pasti Eksplorasi.

(6) SKK Migas menyampaikan surat usulan penyera-
han penagihan kepada Direktur Jenderal untuk
diproses lebih lanjut penyelesaiannya, apabila
dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diter-
bitkannya surat tagihan ketiga sebagaimana di-
maksud pada ayat {5} huruf b, Kontraktor belum
melunasi kewajiban finansial terutang dengan
memperhitungkan dendanya ke Kas Negara.

(7) Direktur Jenderal menyampaikan surat usulan
penyerahan penagihan kepada Sekretaris Jen-
deral untuk diproses lebih lanjut penyelesaiannya,
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat be-
las) hari kerja sejak diterimanya surat usulan pe-
nyerahan penagihan dari SKK Migas.

(8) Sekretaris Jenderal menyampaikan surat peny-
erahan penagihan dalam jangka waktu paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diteri-
manya surat usulan penyerahan penagihan dari
Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada
ayat {7) kepada Instansi yang berwenang mengu-
rus piutang negara.

(9) Dalam hal pembayaran kewajiban finansial teru-
tang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) me-
lebihi jatuh tempo, Kontraktor dikenakan sanksi
administrasi berupa denda sebesar 2% (dua
persen) per bulan dari bagian yang terutang dan
bagian dari bulan dihitung 1 (satu} bulan penuh
untuk paling lama 24 (dua puluh empat} bulan.

(10)Dalam hal terlambat membayar kekurangan kew-
ajiban finansial terutang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), Kontraktor dikenai sanksi adminis-
trasi berupa denda sebesar 2% {dua persen) per
bulan dari bagian yang terutang dan bagian dari
bulan dihitung 1 (satu} bulan penuh untuk paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYAR.AN/PENYETORAN
Pasal 11
Jenis PNBP yang berlaku pada Direktorat Jen-
deral Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 2 wajib dibayarkan/disetorkan seluruhnya
sacara langsung ke Kas Negara melalui sistem billing
SIMPONI,

Pasal 12 :
Dalam hal jatuh tempo tanggal penyetoran ke
Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
jatuh pada hari libur atau hari libur nasional maka pe-
nyetoran ke Kas Negara dapat dilaksanakan pada hari

| kerja berikutnya.

BAB V
PENGANGSURAN DAN/ATAU PENUNDAAN
PEMBAYARAN KEWAJIBAN FINANSIAL ATAS
PENGAKHIRAN KONTRAK KERJA SAMA
(TERMINASI) YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN PAST| EKSPLORASI
Pasal 13

(1} Kontraktor dapat mengajukan permohonan pen-
gangsuran dan/atau penundaan pembayaran ke-
wajiban linansial atas pengakhiran kontrak kerja
sama {terminasi) yang belum memenuhi komit-
men pasti Eksplorasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1).

{2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) diajukan secara tertulis kepada Menteri den-
gan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direk-
tur Jenderal, dan Kepala SKK Migas paling lam-
bat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum tanggal
jatuh tempo pembayaran disertai alasan dan data
pendukung pengakhiran Kontrak Kerja Sama.

Pasal 14

{1} Menteri menyampaikan permohonan sebagaima-
na dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) kepada
Menteri Keuangan paling lambat 30 {tiga puluh)
hari kalender sejak permohonan Kontraktor diteri-
ma secara lengkap.

(2) Menteri menetapkan persetujuan atau peno-
lakan atas permochonan pengangsuran dan/atau
penundaan pembayaran kewajiban finansial seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1

* (satu) bulan terhitung sejak dlterlmanya persetu-
juan atau penolakan dari Menteri Keuangan.

Pasal 15
Dalam hal pengangsuran dan/atau penundaan
pembayaran kewajiban finansial atas pengakhiran
kontrak kerja sama (terminasi) yang belum memenuhi
komitmen pasti eksplorasi mendapatkan persetujuan
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dari Menteri Keuangan maka Kontraktor dikenakan .
bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari bagian |
yang terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 {satu)
bulan penuh.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

(1} Ketentuan mengenai jaminan pelaksanaan dalam
Kontrak Kerja Sama {/ang ditandatangani sebe-
lum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap ber-
laku sampai berakhirnyajangka waktu kontrak
kerja sama.

(2) Pencairan jaminan penawaran.dan/atay jaminan
pelaksanaan yang telah diserahkan ke Direktorat
Jenderal Migas sebelum berlakinya Peraturan
Menteri ini tetap dilaksanakan oleh Direktur Jen- |

deral.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
* Pasal 17

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.
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